
PENDIRIAN YAYASAN DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-

UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

DiajukanUntukMelengkapiSebagaiSyarat
GunaMemperolehGelarSarjanaHukum (SH)

UIN SUSKA RIAU

OLEH:

REVA RISWAN
NIM. 11027101540

PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2015





ABSTRAK

Penilitian yang

penulistulisinidilatarbelakangiolehpengamatanpenulisterhadapbanyaknyayayasan yang berdiri di

Kota Pekanbarusesuaidenganjudulnyapenulisyaitu‘’PENDIRIAN YAYASAN DIKOTA

PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG YAYASAN”Pendirianyayasantersebutharusdidaftarkan di MentriHukumdan Ham

yang didaftarkanolehNotaris.

Dari Latarbelakangdiatas,Permasalahan yang

ditelitiadalahBagaimanaPendirianyayasanberdasarkanundang-undangNomor 28 Tahun 2004

Tentangyayasan di Kota Pekanbaru. ApakahHambatan yang

terjadiDalamPendirianyayasandanBagaimanaupayaMengatasihambatan yang

terjadiDalamPendirianyayasan.Penilitianinibertujuanuntukmengatasisupayatidakadalagiyayasan

yang tidakmendaftarkanyayasannyakepadaMentriHukumdanHakAzaziRepublik

Indonesia.DalamPenelitianinijenisPenilitian yang

digunakanyaituPenelitianHukumSosiologis,dengancaraPenelitiansurvaiartinyasuatuPenelitian

yang dilakukanpenulissecaralangsungkelapanganuntukmemperolehinformasi.

SedangkanapabiladilihatdarisifatPenelitianinimenggunakansifatdeskriftifartinyapenelitianinidapa

tmenggambarkanatausecarajelastentangapa yang menjadiRumusanMasalahdalampenelitian.

Adapun yang menjadiPopulasidalamPenelitianiniadalah : 1 (Satu) Orang Kepala Kantor Wilayah

KementerianHukum Dan HakAsasiManusiaRepublik Indonesia Provinsi Riau,10(sepuluhPuluh)

Orang Notaris di Pekanbaru, 50Orang Yayasan yang didirikan sebelum berlaku undang-undang

Nomor 28 tahun 2004 di Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadiSampel dalampenelitianiniadalah : 1 (satu) orang Kepala Kantor

Wilayah KementerianHukum Dan HakAsasiManusiaRepublik Indonesia ditetapkan dengan

metode sensus, 5 (Lima) orang Notaris di Pekanbaru ditetapkan dengan metode purposive

Samplingdan5 (lima) orang ketua yayasan yang didirikan sebelum undang-undang Nomor 28

Tahun 2004 ditetapkan dengan metode purposive Sampling.

Dari PenelitianinidapatdisimpulkanbahwaPendirianyayasanDi Kota PekanbaruDitinjau

Dari Undang-UndangNomor 28 Tahun 2004

TentangyayasanDikotaPekanbaruyaituDengancaraMengajukanNamayayasan yang

akandidirikankepadaNotaris,kemudianNotarisMengajukanKepadaMentriHukumdanHakAsasiMa



nusiaRepublik Indonesia.

ApabilatidakadapersamaanNamaYayasan,MakaPendiriyayasansudahbisaMendirikanYayasanters

ebut.

Faktor Penyebab Yayasan yang tidak mendaftarkan kepada Mentri Hukum dan Hak

Asasi Republik Indonesiayaitu tidak lengkapnya syarat-syarat untuk melakukan pengesahan

sebagai badang hukum seperti tidak jelasnya asal usul harta kekayaan yayasan, tidak jelas

yayasan masih mempunyai atau menjalankan kegiatan yayasan, Banyaknya pengurus yayasan

yang sudah Meninggal Dunia serta tidak jelasnya keabsahan harta yayasan.



x

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb.

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadirat ALLAH SWT atas segala

rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi

yang berjudul Pendirian Yayasan Di Kota Pekanbaru Ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan” dan serta shalawat salam

penulis sampaikan kepada suri tauladan Allah yakni Nabi Besar Muhammad Saw,

yang mana beliau dapat membawa umatnya dari alam tidak berilmu pengetahuan

sampai kepada ilmu yang berpengetahuan.

Penulisan karya  ilmiah ini berupa skripsi yang merupakan sebagai salah

satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan ilmu hukum dan memperoleh

gelar sarjana hukum pada Fakultas syariah dan Ilmu Hukum uin suska riau.

Sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini kedalam

bentuk karya ilmiah berupa skripsi, karena persoalan semakin berkembangnya

Kota Pekanbaru dalam aspek pembangunan baik itu sarana maupun prasarana

sehingga persediaan tanah sulit untuk diperoleh oleh pemerintah, maka dengan

cara yang dapat diambilalih oleh pemerintah untuk kepentingan umum yaitu

pembebasan dan pencabutan hak atas tanah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian lebih mendalam sampai kepada berbentuk skripsi, oleh

karena itu dalam kesempatan ini tidak terlalu berkelebihan kiranya dengan segala
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kerendahan hati penulis sampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat

Dekan Fakultas syariah dan Ilmu Hukum,terima Kasih Kepada dosen

Pembimbing Bapak H.Azwar Aziz,SH,MH dan seluruh Dosen Syariah yang telah

memberikan masukan dan saran,Serta terima kasih Banyak kepada kedua Orang

tua Penulis yang telah banting tulang membiayai kuliah Penulis dan Terima Kasih

juga kepada semua saudara Penulis yang telah membantu doa serta terima kasih

juga semua Teman-Teman IH 2 yang telah membantu Penulis Dalam memberikan

informasi yang Penulis butuhkan semoga Allah membalas kebaikan kalian

semua..Amiin

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pekanbaru,01 April 2015

(REVA RISWAN)
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